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. PENUTUP

Kesimpulan

Hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam Peng-operasian Kartu Debet pada
dasarnya diikat dengan suatu perjanjian yang disepakati. Namun pada umumnya baik
isi maupun bentuknya telah dibakukan, sehingga p.ersyaratén-persyarétan yang
tertera lebih banyak ditentukan.oleh salah satu pihak saja, sehingga cenderung
menekan pihak yang lemah. Standarisasi perjanjian seperti itu pada umumnya juga
tidak menetapkan apa saja yang menjadi kewajiban pihak penyedia kontrak baku
secara tegas, sehingga kerap memberikan  kesan kurangnya keseimbanggn
perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal ini terkait baik dalam kontrak
baku antara Issuer bank dengan Cardholder maupun antara Acquirer dengan
Merchant. Biasanya Cardholder n;crupakan pihak yang lemah.

Azas kebebasan berkontrak adalah latar belakang yang memacu lahirnya standarisasi
kontrak. Padahal, kontrak baku tersebut mengandung kelemahan dimana tidak dite-
rapkannya konsensus dalam arti yang sebenarnya dart kedua belah pihak secara sehat,
melainkan hanya ditentukan sepihak. Hal tersebut terjadi karena pihak bank tinggal

menyodorkan persyaratan-persayaratan daiam bentuk draft yang telah dibakukan, dan

nasabah tinggal menanda tanganinya tanpa ada kesempatan untuk menawarnya, Tak

pelak di dalam standar baku banyak dijumpai Klausula-klausula eksemsi yang semata-

mata bertujuan untuk memperkecil tanggung jawab pihak pembuat perjanjian baku.
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Perjanjian pembukaan rekening merupakan perjanjian pokok dari keberadaan Kartu
Debet yang perjanjiannya lebih bersifat adendum, dimana kedua jenis perjanjian
tersebut karena sudah dibakukan oleh pihak bank, syarat-syarat yang dicantumkan
bersifat melindungi kepentingan bank dan kurang memperhatikan perlindungan
terhadap nasabah atau Cardholder.
Peristiwa kegagalan untuk melaksanakan transaksi .yang pada umumnya merugikan
pihak yang lemah, dalam hal ini Cardholder, tidak akan memperoleh penyelesaian
yang memadai. Ini dikarenakan Cardholder selaku konsumen enggaﬁ
memperkarakan, dan pada sisi lain, pihak yang kuat, yakni bank, telah membentengi
diri dengan k!ausuia—klausula eksemsi yang berfungsi untuk menangkis pertanggung
jawaban yang seharusnya dipikul apabila terjadi kegagalan trans..aksi‘ Lagipula andai
kata muncul problema hukum, mehgingal operasionalisasi Kartu Debet didukung oleh
teknologi canggih, pihak Cardholder cenderung lebih sulit dalam menyediakan alat
bukti. Tidak demikian halnya dengan bank sebagai pihak yang menguasai sistem dan
teknologi penyelenggaraan Kartu Debet, relatif lebih mudah dalam memberikan alat
bukti. Apabila Cardholder mengajukan klaim, sering diselesaikan dengan negosiasi- |

negosiasi ringan yang amat fleksibel. Jadi, sangat jarang penyelesaian sengketa

- tersebut mencuat ke pengadilan mengingat nilai transaksinya relatif kecil.

Saran

Pengoperasian Kartu Debet yang melibatkan banyak jenis perjanjian baku, dan selama

ini belum ada sarana pengontrolnya, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan amat
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dimungkinkan. Sebelum draft suatu perjanjian dilempar ke pasar hendaknya harus
mendapat rekomendasi pihak yang berwenang dalam ha! ini adalah Bank lndonesia
(BI). Supaya tidak terkesan berat sebelah.
Banyaknya anggapan negatif terhadap perjanjian standar yang dianggap tidak pernah
memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah, dalam hal ini Cardholder
selaku konsumen, maka di Indonesia perlu adanya perangkat undang-undang yang
mengatur tentang bagaimana konsumen harus dilindungi kepentingannya yaitu
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Diharapkan dalam pemberlakuan beban pembuktian dalam bertanggung gugat adalah
benar-benar pelaku wanprestasi ataupun pihak yang menyebabkan kegagalan
transaksi dan bukan pihak Cardholder semata, yang selalu lemah kedudukannya.
Oleh karena itu perlu baik dalam prosedur penerbitan ataupun syarat-syarat pokok
dari Kartu Debet yhng dapat dijadikan dasar pengaturan hubungan hukum para pihak

yang terlibat, yang memberikan kemudahan bagi para pihak untuk memperoleh hak

dan mampu untuk menjalankan kewajibannya,





